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ABSTRAK
NAMA : SRI RIA RIZKI
NIM : 10100110034
JUDUL : Tinjauan Sosiologis Hukum Tentang Penerapan Mediasi
Kaitannya Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan
Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Takalar
Di dalam mediasi, mediator yang netral tidak bertindak sebagai seorang
hakim; dia tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan suatu putusan. Malahan
mediator memimpin suatu pemeriksaan tatap muka dengan pihak yang
bersengketa, dan menggunakan keterampilan khusus tentang bagaimana
mendengarkan masalah para pihak, keterampilan bertanya, bernegosiasi, dan
membuat pilihan, membantu para pihak menentukan solusi mereka sendiri
terhadap persengketaan mereka.
Pengadilan sering dibatasi oleh jenis-jenis persengketaan yang menjadi
kewenangan mereka; contohnya, pengadilan kepailitan hanya berwenang
memeriksa kasus kepailitan; pengadilan keluarga hanya berwenang memeriksa
kasus-kasus persengketaan keluarga.mediasi, bagaimanapun bukan pengadilan.
Mediasi adalah proses. Sebagai proses ia dapat digunakan untuk hamper seluruh
jenis persengketaan. Mediasi dapat digunakan untuk siapa yang semenanjung
Sinai atau siapa diantar Anda atau tetangga Anda yang akan memarkir mobilnya
di akhir minggu di jalanan untuk mobil di halaman.
Pelayanan mediasi, khususnya baik bagi perkara perceraian, bisnis, dan
persengketaan lingkungan, dan juga baik untuk menyelesaikan lingkungan, dan
juga yang sifatnya multipartai (banyak pihak) yang mengungkap isu-isu penting
tentang kebijakan publik. Tentu saja, orang tidak setuju untuk memilih cara
mediasi hanya sekedar disebabkan “mediasi baik untuk menciptakan perdamaian
dengan para tetangga Anda”.
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A. Latar Belakang Masalah
Di dunia ini semua pasti mengalami masa menjadi bayi sampai tua, pagi
sampai malam hari, sampai hari dan semua itu tidak akan terlepas dari hukum. Di
dalam masyarakat yang berbeda-beda suku, adat dan agama tersebut manusia
dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering
menimbulkan gesekan-gesekan dan gesekan tersebut akan menimbulkan masalah.
Oleh karena secara alamiah tidak ada seorangpun yang menghendaki terjadinya
sengketa, apapun bentuknya.
Walau demikian kenyataan menunjukkan bahwa bagaimanapun orang
berusaha menghindarinya, pasti persengketaan akan selalu muncul, mesti dengan
kadar keseriusan yang berbeda-beda. Selanjutnya sengketa akan menjadi hangat
dan sengit jika ternyata sengketa tersebut tak kunjung memperoleh penyelesaian
bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut.
Setiap sengketa atau perselisian yang terjadi dalam anggota masyarakat
diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah lembaga
peradilan, pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling
dikenal, sedangkan suatu perkara dalam persengketaan yang apabila melewati
proses pengadilan akan terselesaikan dangan pasti dan boleh dikatakan bahwa
mayoritas anggota masyarakat menghindari cara penyelesaian ini disebabkan
karena proses dan jangka waktu yang relatif lama dan berlarut-larut, serta oknum-
oknum yang cenderung mempersulit proses pencarian keadilan. Pada
kenyataannya bahwa peradilan yang ada di indonesia saat ini dianggap kurang
2dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, bahkan kadang kala
memperkosa rasa keadilan dan kepatutan yang berkembang dalam masyarakat.






Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.1
Adapun penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi adalah
penyelesaian dengan cara arbitrase dan mediasi. Sedangkan penjelasan tentang
lembaga arbitrase sudah dijelaskan pada Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 30
Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:
Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang
bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu;
lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai
suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. 2
Sedangkan mediasi dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas
ialah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ke tiga, di luar
sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan.3
Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan suatu perkara
yang masuk dalam pengadilan diwajibkan melalui proses mediasi, dan perkara
1Abdul Halim Talli, Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada, (Makassar : Alauddin
University Press, 2012), h. 72.
2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : t.p, 1999), h. 1.
3Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2004), h. 11.
3yang tidak melalui proses mediasi akan mengakibatkan putusan batal demi
hukum. Pada Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa :
Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib
memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang
diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan pasal 13 ayat 3 :
Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak
mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
Ayat 4 menyatakan atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu
mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
Apabila sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa
atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli
maupun melalui seorang mediator. Melihat kenyataan yang terjadi dalam
masyarakat, maka sosiologi hukum sangat berguna untuk menyelesaikan masalah
yang terjadi pada interaksi social kemasyrakatan. Kegunaan-kegunaan sosiologi
hukum antara lain : pertama, sosiologi hukum berguna untuk memberikan
kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks social; kedua,
sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan menganalisis efektifitas
hukum dalam interaksi sosial masyarakat; ketiga, sosiologi hukum berguna untuk
mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.4
4Supardin, Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap, (Makassar : Alauddin
University Press, 2012), h. 27.
4Namun, di dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Takalar, orang-
orang yang berperkara atau pihak-pihak yang bersengketa tidak mengetahui
tentang apa makna mediasi, apa konsepnya yang akan diberikan dan bagaimana
proses mediasi.
Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk
mencermati pelaksaan mediasi di Pengadilan Agama Takalar, dengan sebuah
karya ilmiah (skripsi) yang berjudul: “TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM
TENTANG PENERAPAN MEDIASI KAITANNYA DENGAN ASAS
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA
TAKALAR”.
B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan judul penulisan karya tulis ilmiah ini, maka diperlukan
batasan permasalahan yang jelas. Oleh karena itu perlu dibuat masalah yang akan
dijadikan sebagai penuntun dalam langkah-langkah penulisan pada bab-bab
berikutnya. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini
adalah : “Bagaimana Prosedur Proses Penyelesaian Sengketa ditinjau dari
Sosiologis Hukum Kaitannya dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di
Pengadilan Agama Takalar?”
Untuk melengkapi masalah pokok tersebut, berikut dirumuskan sub-sub
masalah, Yaitu :
1. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Asas Peradilan Sederhana,
Cepat dan Biaya Ringan ditinjau dari Sosiologis Hukum di Pengadilan Agama
Takalar?
52. Apa Kendala Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Asas Peradilan Sederhana,
Cepat, dan Biaya Ringan ditinjau dari Sosiologis Hukum Di Pengadilan Agama
Takalar ?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Untuk memahami lebih jauhnya dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan
diuraikan definisi operasional sesuai pembahasan tersebut untuk menghindari
interpretasi atau penafsiran yany keliru oleh pembaca sehubungan dengan judul
tulisan ini yaitu “Tinjauan Sosiologis Hukum Tentang Penerapan Mediasi
Kaitannya dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di
Pengadilan Agama Takalar”. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :
Kata “Tinjauan” yaitu : hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah
menyelidiki, mempelajari, dsb) Sedangkan kata tinjauan berasal dari kata dasar
“tinjau” yang berarti :
1. Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian
2. Melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati)
3. Mengintai
4. Melihat (memeriksa)
5. Mempelajari dengan cermat,memeriksa (untuk memahami)
6. Menduga (hati, perasaan, pikiran).5
Kata “Sosiologis” yaitu : suatu cara penyelidikan yang menghubungkan
hukum dengan gejala-gejala masyarakat.6
5Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), h. 1055.
6Said Sampara, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta : Total Media, 2009), h. 9.
6Kata “Hukum” yaitu : himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat
memaksa, bersisikan suatu perintah, laranga atau izin berbuat atau tidak berbuat
sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan
masyarakat.7
Kata “Penerapan” yaitu : upaya sebuah tindakan yang dilakukan baik
secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang
telah dirumuskan.8
Kata “Asas” yaitu : suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum
tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan
pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan
itu.9
Kata “Sederhana” yaitu : sedang; bersahaja; tidak berlebih-lebihan; tidak
terlalu rumit; tidak banyak seluknya.10
Kata “Cepat” yaitu : dalam waktu singkat, lekas.11
Kata “Biaya Ringan” yaitu : biaya artinya uang yang dikeluarkan
sedangkan ringan artinya tidak ada beban, jadi biaya ringan artinya tidak
dibutuhkan biaya selain biaya yang diperlukan tanpa melebih-lebihkan, seringan-
ringannya.12
Kata “Pengadilan” yaitu : suatu lembaga tempat mengadili atau
menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang
7Said Sampara, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, h. 38.
8Badudu-Zain, , Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : t.p, 1994), h. 1031.
9Said Sampara, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta : Total Media, 2009), h. 82.
10Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (t.t : Difa
Publisher, t.th), h. 739.
11Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, h. 210.
12Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung : PT Alumni,
1992),  h. 749.
7mempunyai kekuasaan absolute dan relative sesuai peraturan perundang-
undangan.13
2. Deskripsi Fokus
Berdasarkan pada rumusan masalah dan definisi operasional variable
sebagaimana diuraikan di atas, maka batasan ruang lingkup penelitian dalam
penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :
a. Memfokuskan penelitian pada prosedur proses penyelesaian sengketa melalui
mediasi dalam kaitannya dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya
ringan di Pengadilan Agama Takalar.
b. Fokus penelitian kedua yaitu menganalisis apa-apa saja yang menjadi kendala
prosedur proses mediasi di Pengadilan Agama Takalar.
D. Kajian Pustaka
Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa
literatur yang ada kaitanya dengan judul skripsi ini, adapun literatur-literatur yang
penulis baca dan kutip dalam menyelesaikan pembahasan ini diantaranya :
1. Praktek-Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama, oleh H. Mukti Arto.
Membahas mengenai tata cara beracara dalam lingkungan Peradilan
Agama.
2. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, oleh Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia
Senja. Membahas berbagai istilah-istilah mengenai hukum, sosiologi,
mediasi, asas, dan kata-perkata.
13Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 6.
83. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Membahas mengenai Arbitrase dan
alternatif penyelesaian sengketa.
4. Mediasi dan Perdamaian, oleh Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis
Fungsional Hakim dan Non Hakim. Membahas mengenai keuntungan
menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif menyelesaikan
sengketa.
5. Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap oleh Dr. Supardin, MHI.
Membahas mengenai manfaat kegunaan sosiologi hukum dalam
masyarakat mengenai perkara sengketa dalam lingkup Peradilan Agama.
6. Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, oleh Dr. Said Sampara, SH., MH.
Membahas mengenai pengertian umum dan pengetahuan yang mendasar
tentang berbagai masalah yang ada hubungannya dengan ilmu hukum pada
umumnya, dengan tidak terbatas pada suatu sistem hukum tersebut.
7. Asas-asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada, oleh Dr. H. Abdul Halim
Talli. S.Ag., M.Ag. Membahas mengenai asas-asas Peradilan Agama
beserta ayat-ayat yang berhubungan dengan peradilan agama.
8. Kepaniteraan Peradilan Agama, oleh Musthofa. Membahas mengenai
pengertian dan fungsi jabatan dalam peradilan agama.
9. Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syar’iyah di Indonesia, oleh Dr. Ahmad Mujahidin, MH. Membahas
tentang lahirnya perubahan Undang-undang Peradilan Agama dan
permasalaah yang ada di lingkup peradilan serta proses penyelesaiannya.
10. Penerapan Hukum Acara Perdata, oleh Dr. H. Abdul Manan, SH., S. IP,
M. Hum. Membahas masalah pokok-pokok hukum acara perdata yang
disesuaikan dengan kebutuhan Peradilan Agama.
911. Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, oleh Prof. Dr.
Achmad Ali, SH., MH dan Dr. Wiwie Heryani, SH., MH. Membahas
mengenai persoalan peradilan di Indonesia dikaji lebih dalam dari susut
sosiologi hukum dan dampaknya bagi masyarakat yang akan mengajukan
perkara ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negri.
12. Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis, oleh Rianto Adi.
Membahas mengenai pengertian sosiologi dan hubungannya dengan
masyarakat.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sebagaimana diketahui bahwa suatu karya ilmiah mempunyai tujuan dan
kegunaan yang hendak dicapai oleh penulisnya, demikian halnya dengan
penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Melalui
Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ditinjau dari Sosiologis
Hukum di Pengadilan Agama Takalar
b. Untuk menyelesaikan Kendala Proses Penyelesaian Sengketa Melalui
Mediasi ditinjau dari Sosiologi Hukum Di Pengadilan Agama Takalar ?
2. Kegunaan Penelitian
Penulis berharap bahwa hasil dari kegunaan penelitian ini dapat
memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat luas, adapun harapan penulis
sebagai berikut :
a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berguna bagi
mahasiswa dan bagi mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh
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tentang masalah sosiologi hukum kaitannya dengan asas peradilan sederhana,
cepat dan biaya ringan.
b. Penulis berharap mampu diterapkan oleh masyarakat Takalar khususnya dan
umat islam pada umumnya yaitu tentang penyelesaian masalah dengan damai
seperti yang terdapat dalam ajaran islam. Mengingat salah satu ajaran islam
yang sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya.
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tinjauan Mengenai Sosiologis Hukum
1. Pengertian, Ruang Lingkup, Obyek dan Konsep Sosiologis
a. Pengertian Sosiologis
Sosiologis merupakan ilmu pengetahuan yang murni (pure science), bukan
merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai.14 Sosiologis adalah
pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat atau
ilmu tentang struktur social, proses social dan perubahannya. Jadi sosiologi
merupakan ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan yang tak dapat
dipisahkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat,
terutama pada masyarakat yang taat pada hukum yang berlaku.
Dalam buku Syamsuddin AB, Sosiologi berasal dari paduan morphem
(bentuk kata) socius (latin) dan logos (yunani). Socius artinya kawan dan logos
artinya berbicara jadi sosiologi berarti berbicara mengenai hal-hal berkawan
(bermasyarakat). Pengertian umum sosiologi berarti ilmu yang membicarakan hal-
hal yang ada sangkut pautnya dalam hidup bermasyarakat baik mengenai jalinan
14Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : CV Rajawali, 1985)., h. 19.
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unsur-unsur yang pokok seperti kaidah-kaidah social, lembaga-lembaga sosial,
kelompok-kelompok serta lapisan social maupun pengaruh timbale balik anatara
segi kehidupan bersama.15
Aristoteles mengemukakan bahwa manusia adalah ‘zoon paliticium’
(sosial). Selain itu manusia adalah ‘homo sapiens’ (makhluk berfikir) karena itu
manusia dapat dilihat dari dua segi, yaitu (1) dari segi fisik, dan (2) dari segi
kehidupan. Dari segi fisik manusia adalah ciptaan Allah seperti makhluk lainnya
berevolusi sedangkan dari segi kehidupan manusia adalah makhluk berakal,
berbudaya dan sebagai makhluk sosial. Jadi manusia memiliki tiga unsure
kesanggupan untuk hidup di dalam masyarakat, yaitu unsure cipta, unsure karsa
dan unsure rasa. Dengan kata lain kemampuan inilah menyebabkan manusia dapat
berhubungan dengan orang lain. Teori filsafat berpendapat bahwa manusia itu
bersifat (mempunyai) aspek individualistic dan aspek sosialistik.
Beberapa definisi yang dikemukakan para ahli sosiologi, namum bukan
berarti definisi tersebut membuat kita terikat akan tetapi menjadi bahan patokan,
yaitu :
a) Sorokin Pitirin; sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan
timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara
gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan
ekonomi, gerak politik dengan masyarakat, dan sebagainya.
b) Selo Soemarjan dan Soelaeman Soemardi ; sosiologi adalah ilmu yang
mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk
perubahan-perubahan sosial.
c) J. B. A. F. Mayor Polak; sosiologi adalah suatu ilimu pengetahuan
yang mempelajari tentang masyarakat sebagai keseluruhan yakni
15Syamsuddin AB, Sosiologi Dakwah, (Makassar : Alauddin University Press, 2013)., h. 2.
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antara hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan
manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok,
baik formil maupun materiil, baik statis maupun dinamis.16
b. Ruang Lingkup dan Obyek Sosiologi
a) Ruang Lingkup
Ruang lingkup sosiologi adalah science (pengetahuan) yaitu
pengetahuan (knowledge) yang tersusun secara sistematis dengan
menggunakan kekuatan pemikiran yang selalu dapat diperiksa dan ditelaah
(dikontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya
(obyektif). Menurut lingkupnya science dapat dibagi menjadi : 1). Natural
Sciensce, ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala-gejala alam
baik yang hayati maupun yang hidup (biologi) maupun yang tidak hayati
(physika), 2). Humanities atau Humoniora, ilmu pengetahuan kerohanian
yang mempelajari manifestasi-manifestasi spiritual dari kehidupan
bersama manusia, 3). Sosial Sciences, ilmu pengetahuan kemasyarakatan
adalah kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama
manusia dengan sesamanya yaitu kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu
dapat dilihat dari berbagai segi atau aspek kehidupan misalnya segi
kehidupan ekonomi dipelajari oleh ilmu ekonomi, segi kehidupan politik
dipelajari oleh ilmu politik dan segi kehidupan hukum dipelajari oleh ilmu
hukum. Setiap segi dari kehidupan bersama itu memiliki unsur-unsur
sosial atau unsur kemasyarakatan. Unsur inilah yang menjadi lingkungan
16Syamsuddin AB, Sosiologi Dakwah, (Makassar : Alauddin University Press, 2013)., h.
3.
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sosiologi, norma-norma atau kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga
sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Semua ini
berhubungan satu sama lain dan hubungan keseluruhan unsur-unsur sosial
ini disebut structural sosial. Di samping mempelajari kehidupan bersama
itu dalam strukturnya, maka sosiologi juga mempelajari pengaruh timbale
balik antara berbagai segi kehidupan bersama, umpanya pengaruh timbal
balik antara segi kehidupan hukum dengan segi kehidupan ekonomi
dengan kehidupan politik. Pengaruh timbal balik antara berbagai segi
kehidupan dicakup dalam pengertian proses-proses sosial.17
b) Obyek Sosiologi
Obyek sosiologi adalah masyarakat yang dapat dilihat dari sudut
hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan
masyarakat. Definisi masyarakat dari sarjana-sarjana sosiologi berlainan
tetapi pada dasarnya isinya sama yaitu masyarakat yang mencakup
beberapa unsur : 1). Manusia yang hidup bersama, di dalam ilmu sosial tak
ada ukuran mutlak untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus
ada, secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama,
2). Bercampur untuk hidup yang lama, sebagai akibat hidup bersama itu,
timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia
dalam kelompok tersebut, 3). Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu
kesatuan, 4). Mereka merupakan suatu sistem bersama, sistem kehidupan
bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena itu setiap kelompok
merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.
c. Konsep-Konsep Sosiologis
17Syamsuddin AB, Sosiologi Dakwah, (Makassar : Alauddin University Press, 2013), h. 3.
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Adapun konsep-konsep yang terdapat dalam sosiologi mencakup
masyarakat, peran, norma, sanksi, interaksi sosial, konflik sosial, perubahan
sosial, permasalahan sosial, penyimpangan, globalisasi, patronase, kelompok
patriarki, hierarki.18
a) Masyarakat
Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari
beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara
golongan dan merupakan sistem sosial yang saling mempengaruhi satu
sama lain. Dengan demikian hidup bermasyarakat merupakan bagian
integral karakteristik dalam kehidupan manusia. Kita tidak dapat
membayangkan bagaimana jika manusia tidak bermasyarakat. Sebab
sesunggunnya individu-individu tidak dapat hidup dalam keterpencilan
sama sekali selama-lamanya karena manusia itu adalah makhluk sosial.
b) Peran
Peran adalah satuan keteraturan perilaku yang diharapkan dari
individu. Setiap hari, hamper semua orang harus berfungsi dalam peran
yang berbeda-beda. Peran dalam diri seseorang ini sering menimbulkan
konflik. Sebagai contoh, para guru sekolah dasar perempuan, diharapkan
untuk mempersiapkan pengajaran IPS di sekolah setiap hari sebagai
kegiatan profesinya, namun di sisi lain ia pun bertanggungjawab sebagai
istri dalam urusan keluarganya. Pada saat siang dan sore hari ia mengurus
anak-anaknya di rumah serta keperluan rumah tangga lainnya, seperti
mempersiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya, mengawasi
anak-anaknya belajar, membereskan dan merawat kebersihan ruangan,
18Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial (Sebuah Kajian Pendekatan Struktural),
(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 133.
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perabot rumah tangga dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai peran
ganda dan peran semacam itu hamper terjadi pada setia profesi lainnya.
c) Norma
Suatu norma adalah suatu standard atau kode yang memandu
perilaku masyarakat. Norma-norma tersebut mengajarkan kepada kita agar
perilaku kita itu benar, layak, dan pantas. Dalam kehidupan masyarakat
kita, orang-orang sering diharapkan untuk berpakaian dan berbicara yang
sesuai dengan tuntutan dan kondisinya. Seseorang yang akan menghadiri
pesta pernikahan, jelas akan berpakaian lain disbanding ia akan
berolahraga. Begitupun kebiasaan untuk anak-anak sering
diharapkanuntuk bertindak, berbicara, dan berperilaku sopan sesuai
kehendak orang dewasa. Pada orang dewasa itu biasanya diharapkan untuk
dapat bertindak sopan ataupun hormat jika ia bertamu ke rumah orang lain.
d) Sanksi
Sanksi merupakan suatu ransangan untuk melakukan atau tidak
melakukan suatu perbuatan atau upaya dengan suatu konsekuensi yang
diduga dapat mengurangi atau menurunkan kemungkinan untuk
melakukan perbuatan melanggar untuk masa yang akan datang.
e) Interaksi Sosial
Interaksi sosial adalah proses sosial yang menyangkut hubungan
timbale balik antar pribadi, kelompok, maupun pribadi dengan kelompok.
Interaksi sosial merupakan syarat terjadinya aktifitas-aktifitas sosial.
Mengingat dalam interaksi sosial tersebut di samping ruang lingkupnya
yang sangat luas dan bentuknya yang dinamis.
f) Konflik Sosial
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Konflik sosial merupakan pertentangan sosial yang bertujuan untuk
menguasai atau menghancurkan pihak lain. Konflik sosialpun dapat
merupakan kegiatan dari suatu kelompok yang menghalangi atau
menghancurkan kelompok lain, walaupun hal itu tidak menjadi tujuan
utama aktifitas kelompok tersebut.
g) Perubahan Sosial
Perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan, antar individu,
kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu.
Sosiolog lain mengemukakan perubahan sosial merupakan modifikasi atau
transformasi dalam pengorganisasian masyarakat.
h) Permasalahan Sosial
Istilah permasalahan sosial merujuk kepada suatu kondisi yang
tidak diinginkan, tidak adil, berbahaya, ofensif, dan dalam pengertian
tertentu mengancam kehidupan masyarakat.
i) Penyimpangan
Istilah penyimpangan atau defiance sebenarnya dalam sosiologi
telah lama ada sejak kelahiran ilmu sosiologi tersebut. Akan tetapi, makna
sosiologinya baru muncul belakangan. Para sosiolog dan kriminolog
mengartikan sebagai perilaku yang terlarang, perlu dibatasi, disensor,
diancam hukuman, atau label lain yang dianggap buruk sehingga istilah
tersebut sering dipadankan dengan pelanggaran aturan.
j) Globalisasi
Istilah globalisasi merujuk pada implikasi tidak berartinya lagi
jarak nasional, regional, maupun territorial, sehingga apapun yang terjadi
dan berlangsung di satu tempat bukan jaminan bahwa kejadian atau
peristiwa tersebut tidak meembawa pengaruh di tempat lain.
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2. Pengertian, Unsur, Tujuan Hukum
a. Pengertian Hukum
Pentingnya tentang apakah hukum itu, bukanlah merupakan  monopologi
bagi para mahasiswa baru fakultas hukum. Akan tetapi juga merupakan
pertanyaan bagi Sarjana Hukum dan juga masyarakat.19
Waluyadi (2001) mengemukakan, bahwa Sarjana Hukum juga terlihat
dalam pendefinisian hukum, telah dibuktikan oleh Prof. Van Apeldorn yang
mengulangi kata-kata Immanuel Kant yang pernah menyatakan “Noch suchen die
juristen eine definition zu ihrer Begrifrfe van Recht” yang artinya lebih kurang;
para sarjana hukum masih mencari-cari definisi tentang Hukum.
Apabila ucapan tersebut dikaji memang terkandung kebenaran
sebagaimana dikemukakan R. Soeroso (2002), bahwa sampai sekarang Sarjana
Hukum belum ada yang memberikan definisi yang sama, baik itu Sarjana Hukum
dari dalam maupun luar negeri.
Dalam berbagai definisi menurut para pakar hukum, hukum diartikan
berbeda-beda. Namun demikian, janhan sampai terjadi salah paham dan
perselisihan. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat bagi orang yang ingin mencari
“kebenaran”.
Dengan menyebut pendapat Immanuel Kant, Van Apeldorn yang pernah
menyatakan bahwa definisi hukum masih dicari dan belum didapatkan, oleh
karena itu, hukum mencakup aneka macam segi dan aspek, dank arena luasnya
ruang lingkup hukum itu. Oleh sebab itu, terhadap hukum boleh diberikan
berbagai pengertian tergantung pada apa yang dilihat dan diarahkan orang
terhadap hukum tersebut (Purnadi Purbacaraka, dkk : 1978).
19Said Sampara, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta : Total Media, 2009), h. 37.
18
Walaupun pada asasnya tidak mungkin dibuat suatu definisi apakah
hukum itu, beberapa Sarjana Hukum memandang perlu untuk member definisi
hukum, sekedar sebagai pedoman dan pegangan bagi orang yang belajar mengenai
hukum.20
Menurut Harun Utuh (1998), bahwa EM Mayear dalam Muderis Zaini
menyatakan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan
kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang
menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.
Begitu juga Leon Duquit membatasi hukum sebagai aturan tingkah laku
pada anggota masyarakat, aturan yang daya gunanya pada saat tertentu diindahkan
oleh masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama terhadap orang yang
melakukan pelanggaran itu.
Selanjutnnya, E. Utrecht (R. Soeroso, 2002) menyatakan “Hukum adalah
himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya
ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.
Oleh karena pelanggaran-pelanggaran petunjuk hukum tersebut dapat
menimbulkan tindakan dari pemerintah kepada pelanggar.
Rumusan ini tampaknya sejalan dengan rumusan yang diberikan oleh
Surojo Wignyodipuro (1983) yang menyatakan :
Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat
memaksa,... berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam
kehidupan masyarakat.
Ditinjau dari istilah, hukum berasal dari bahasa Arab (Jama’ ahkam) yang
artinya perintah. Hukum mempengaruhi masyarakat untuk suatu perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan yang berlaku di masyarakat.
20Said Sampara, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta : Total Media, 2009), h. 38.
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Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa, Hukum adalah peraturan atau adat
yang secara resmi diangggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau
pemerintah; undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup
masyarakat. Hukum dalam arti peraturan, berarti hukum merupakan hasil produk
pemikiran manusia yang bersumber dari kitab Allah swt. Sosiologi dan hukum
keduanya merupakan suatu proses untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat,
oleh karena itu muncul satu disiplin ilmu tersendiri yang disebut sosiologi
hukum.21
b. Unsur-unsur Hukum
Dari berbagai pendapat tentang hukum, khususnya dari para Sarjana
Hukum yang juga mengakui betapa sulitnya membuat suatu definisi hukum,
namun sekedar sebagai pedoman dan pegangan bagi mereka yang belajar tentang
hukum, hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
a) Hukum terdiri dari serangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah
laku manusia dalam masyarakat.
b) Peraturan-peraturan tersebut bermaksud untuk mengatur tata tertib dan
kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat.
c) Agar aturan-aturan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik,
perlu dilengkapi dengan anasir yang memaksa.
d) Pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum tersebut sanksinya adalah
tegas.
Lebih lanjut, Harun Utuh (1998) mengemukakan pengertian lain dari
hukum, menurut “man in the state”, hukum adalah Polisi, Jaksa, atau Hakim,
membuat orang pandai tetapi bukan ahli hukum, bahwa hukum itu adalah undang-
undang. Tetapi hukum itu berasal dari bahasa Arab dapat diterjemahkan sebagai
21Supardin, Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap, (Makassar : Alauddin
University Press, 2012), h. 26.
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“adat”, adat adalah hukum (Hilma Hadikusuma, 1980). Dan dalam bahasa
Belanda hukum adalah”Recht”, dalam arti lain recht juga berarti hak, karena hak
merupakan salah satu dari segi hukum, di samping kewajiban. Selanjutnya
mengenai hukum yang dimukanya ditambah dengan ilmu, dalam bahasa Belanda
disebut dengan Rechtswetenschap.22
c. Tujuan Hukum
Dalam pembahasan mengenai Tujuan Hukum, perlu terlebih dahulu
diketahui apakah yang diartikan dengan tujuan hukum itu, sebab hukum itu tidak
mempunyai tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia,
akan tetapi hukum bukanlah merupakan tujuan manusia, hukum hanyalah
merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan manusia dalam hidup
bermasyrakat dan bernegara. Dalam hubungan inilah yang diartikan dengan tujuan
hukum.
Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang
tertib, menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan
manusia akan terlindungi.23
Berbagai pakar di bidang hukum maupun ilmu sosial lainnya
mengemukakan pandangannya masing-masing tentang tujuan hukum sesuai
dengan titik tolak serta sudut pandang mereka. Selanjutnya oleh karena masalah
tujuan hukum menyangkut hidup dan kehidupan umat manusia di dalam
masyarakat dan bernegara maka dalam sejarah pertumbuhan dan
22 Said Sampara, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta : Total Media, 2009), h. 39.
23 Said Sampara, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 40.
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perkembangannya umat manusia timbul berbagai konsepsi atau teori tentang
apakah tujuan hukum itu. Dan mengingat banyaknya pendapat yang berbeda-beda
tentang tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum
itu adalah sulit.
Menurut pendapat para pakar hukum tentang tujuan hukum, Roscoe Pound
dalam Harun Utuh(1998), mengemukakan dua belas (12) gagasan untuk apa
hukum dan konsepsi tentang hukum, dari dua belas konsepsi dan untuk apa
hukum itu diadakan, maka dapat disimpulkan : pertama, untuk menjaga
ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat; kedua, untuk menyelesaikan suatu
perselisihan yang terjadi dalam masyarakat dengan seadil-adilnya, serta terjadi
ketertiban dan keamanan umum; ketiga, untuk memelihara status quo, dan yang
keempat, adalah untuk mengadakan perubahandalam masyarakat (Social
Engineering).
Lebih lanjut Soedjono Dirdjosisworo dalam Harun Utuh (1998),
mengemukakan ada beberapa deskripsi maksud dan tujuan hukum tersebut, yaitu :
a) Melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar jangan terjadi
tabrakan, dan mengusahakan adanya kompromi.
b) Mengusahakan penyelesaian dan penyimpangan kepentingan yang
bertentangan dengan adil.
c) Mewasiti permasalahan-permaslahan yang dihadapi manusia.
d) Memperhatikan dengan jujur kepada siapapun juga dan memeriksa
kepentingan yang berselisih dengan tidak memihak.
e) Perlakuan yang sama terhadap setiap orang, dan mempunyai hak yang
sama.
f) Persamaan hak berdasar azas yang luhur yaitu keadilan.
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g) Persamaan hak dengan dasar keadilan adalah untuk hal-hal yang sama
berlaku berdasar peraturan yang sama.
h) Menurut aliran etika, keadilan adalah sebagai satu-satunya pedoman
bagi hukum.
i) Keputusan yang diambil oleh hakim ditetapkan oleh undang-undang
dengan berbagai cara, yaitu dengan keadilan dan kepatuhan, dengan
i’tikad baik, dan dengan seksama. Tetapi tidak berdasar atas etika.
j) Pada prinsipnya, hukum menetapkan asas-asas dalam garis-garis
besarnya.
k) Kepastian hukum adalah syarat mutlak, bila dikehendaki supaya
hukum dapat menjalankan tugasnya sebagai pedoman bagi kebenaran
isi hukum. Kepastian hukum dan keadilan tidak bertentangan satu
sama lain. Akan tetapi keduanya dibutuhkan, agar hukum dapat
menjalankan tugasnya sebagai pedoman bagi kebenaran isi hukum.
Kepastian hukum dan keadilan tidak bertentangan satu sama lain.
Akan tetapi keduanya dibutuhkan, agar hukum dapat menjalankan
tugasnya dengan baik serta dapat mencapai maksudnya.
l) Hukum menghendaki ketegasan dan pendomisian dalam pergaulan
hidup bersama.
3. Pengertian dan Karakteristik Sosiologis Hukum
a. Pengertian Sosiologis Hukum
Istilah sosiologis hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh
Anzilotti (orang Italia) pada tahun 1882. Sosiologi hukum menkaaji timbal balik
antara hukum dengan pengaruh gejala sosial lainnya. Dalam hubungannya dengan
sesame, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam
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kehidupan bermasyarakat. Kaidah tersebut dapat berlaku dengan aturan tertulis
(hukum positif) dan dapat pula tidak.24
Sosiologis hukum mempelajari dan menyelidiki yang ada sangkut pautnya
antara hukum dengan gejala-gejala masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum
berusaha menyelidiki secara timbal balik pengaruh hukum terhadap masyarakat
dan pengaruh masyarakat terhadap hukum atau dengan kata lain, menyelidiki
gejala-gejala masyarakat yang saling mempengaruhi secara timbale balik.25
b. Karakteristik Sosiologis Hukum
Beberapa karakteristik studi hukum secara sosiologis :
a) Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap
praktek-praktek hukum.
b) Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical
validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.
c) Sosiologi hukum tidak melakukan penelitian terhadap hukum.
Ketiga karakteristik studi hukum secara sosiologis tersebut sekaligus juga
merupakan kunci bagi orang yang berminat untuk melakukan penyelidikan dalam
bidang sosiologi hukum. Tugas utama sosiologi hukum ialah menyelidiki apa
yang seharusnya menjadi tugas hukum dalam masyarakat. Sesuai dengan tugas
tersebut, maka mempelajari dan mengetahui sosiologi hukum adalah penting
untuk :
a) Mengetahui fenomena-fenomena hukum dan fenomena-fenomena
sosial yang mempengaruhi hukum;
24 Rianto Adi, Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologis), (Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI JKT, 2012), h. 21
25 Said Sampara, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta : Total Media, 2009), h. 24.
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b) Mengetahui mana hukum yang hidup (living law) dan yang tidak
hidup dalam masyarakat;
c) Mengetahui sejauh mana masyarakat melakukan penataan terhadap
hukum;
d) Mengetahui apakah produk badan legislatif sesuai dengan nilai-nilai
yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.
Bagan contoh :26
Hukum Kelompok - kelompok sosial
Misalnya : Dharma Wanita = hukumnya adalah Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangganya
Hukum Lembaga – lembaga sosial
Misalnya :  Perkawinan = hukumnya UU No 1 tahun 1974
Desa = hukumnya UU tentang Pemerintahan Desa
Perguruan Tinggi = hukumnya UU Perguruan Tinggi
Hukum Stratifikasi sosial
Misalnya : “hukum berlaku berlaku bagi semua orang” nyatanya
hukum berlau beda dalam masyarakat yang bersrata.
Hukum Kekuasaan dan kewenangan
Misalnya : Undang-undang 1945 mengatur hal tersebut
Hukum Interaksi sosial
Misalnya : hukum mengatur interaksi sosial (pidana, perdata)
26Rianto Adi, Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologis), (Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI JKT, 2012), h. 25
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Hukum Perubahan – perubahan sosial
Misalnya :  Perubahan sosial perubahan hukum
Perubahan hukum perubahan sosial
Hukum Masalah sosial
Misalnya : kejahatan, pelacuran, kenakalan KUHPerdata
B. Tinjauan Mengenai Mediasi
1. Pengertian, Dasar Hukum dan Manfaat Mediasi
a. Pengertian Mediasi
Mediasi dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas ialah
penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga, di luar sistem
peradilan maupun di dalam sistem peradilan. Yang dilaksanakan di luar sistem
peradilan adalah mediasi, arbitrasi, dan lainnya. Yang termasuk dalam sistem
peradilan dekenal dengan “court annexed mediation” atau lebih dikenal dengan
Court Annexed Dispute Resolution.27
Latar belakang mengapa di Indonesia court annexed mediation atau
mediasi di dalam sistem peradilam diperlukan ?28
a) Pada akhir-akhir ini semakin terdengar kritikan-kritikan terhadap
kinerja peradilan, masyarakat pencari keadilan semakin tidak percaya
kepada dunia peradilan. Salah satu masalah penting yang dihadapi
27Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, (Jakarta : MA-RI, 2004), h. 11.
28Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, (Jakarta : MA-RI, 2004).h. 11.
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oleh badan peradilan di Indonesia ialah lambatnya proses penyelesaian
perkara di Mahkamah Agung. Dengan penyelesaian perkara sebanyak
8500 setiap tahun sedang penerimaan perkara dalam jumlah yang
lebih besar, dan selalu bertambah, dapat diperkirakan bahwa
penumpukan putusan di Mahkamah Agung tidak akan dapat
diselesaikan.
b) Banyaknya perkara kasasi maupun peninjauan kembali yang diajukan
ke Mahkamah agung disebabkan bahwa sistem hukum yang berlaku
sekarang ini tidak membatasi perkara apa saja yang dapat diajukan ke
Mahkamah Agung. Oleh karena itu perlu dicarikan penyelesaiannya
yang lebih mendasar yaitu mengurangi lajunya perkara-perkara yang
diajukan Mahkamah Agung, antara lain dengan sedapat mungkin
menyelesaikan perkara di Pengadilan tingkat pertama atau tingkat
banding, dengan musyawarah melalui penyelesaian sengketa
alternative baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.
c) Selain itu perkembangan masyarakat, perdagangan dan industry
semakin kompleks; sehingga menghendaki adanya institusi yang dapat
menangani sengketa secara cepat. Sengketa di pengadilan di samping
lamban, juga mahal memboroskan energy, waktu dan uang, sedangkan
dunia bisnis menghendaki efisiensi, kerahasiaan serta lestarinya
hubungan kerjasama antara sesame pedagang sehingga pada
perinsipnya menghendaki penyelesaian sengketanya melalui win-win
solusion.
d) Tuntutan bisnis Internasional dan era globalisasi yang akan
memperlakukan sistem perdagangan bebas, akan meningkatkan
jumlah dan bobot sengketa di masyarakat mengharuskan adanya
27
sebuah sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien,
yang dapat menyesuaikan dengan laju kecepatan perkembangan
perekonomian dan perdagangan.
e) SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama menerapkan Lembaga damai Eks psl 130 HIR/154 RBg, yang
menginstruksikan semua majelis hakim yang menyidangkan perkara,
dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan
menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154, tidak berjalan sebagaimana
diharapkan.29
Berdasarkan laporan dari para pengacara dan pihak lainnya banyak
keuntungan yang diperoleh dari penyelesaian sengketa di Pengadilan, karena
biaya penggunaan mekanisme Court Dispute Resolution ini jauh lebih murah dari
proses mediasi di luar pengadilan yang harus membayar biaya mediator maupun
penyelesaian sengketa melalui proses litigasi biaya.
Dan nampaknya respon public maupun para pengacara cukup baik,
terbukti dari banyaknya perkara yang dapat diselesaikan melalui perdamaian.
b. Mediasi dalam Masyarakat Tradisional Indonesia
Mediasi atau alternative penyelesaian sengketa di Indonesia adalah
merupakan kultur bangsa Indonesia sendiri; baik dalam masyarakat tradisional
maupun sebagai dasar Negara Pancasila dikenal istilah musyawarah untuk
mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah
tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai philosophy
yang sama. Dalam klausa-klausa suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian
penyelesaian sengketa, selalu diikuti dengan kata-kata “kalau terjadi suatu
29Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian (Jakarta: MA-RI,2004), h. 11.
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sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila
tidak tercapai kesempatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri”.
Walaupun dalam masyarakat traditional di Indonesia mediasi telah
diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik traditional, namun
pengembangan konsep dan teori penyelesaian sengketa secara kooperatif justru
banyak berkembang di Negara-negara yang masyarakatnya litigious atau tidak
memiliki akar penyelesaian konflik secara kooreratif. Oleh sebab itu tantangan
kita, terutama masyarakat hukum di Indonesia adalah mendokumentasikan pola-
pola penyelesaian konflik dalam masyarakat traditional dan secara laboratories
mengembangkan corak-corak penyelesaian sengketa yang merupakan produk
Indonesia.
c. Dasar Hukum Mediasi
Dasar hukum mediasi yang merupakan salah satu dari sistem ADR di
Indonesia adalah dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dimana dalam
filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah
untuk mufakat.hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang mediasi adalah undang-undang no.
14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman penjelasan pasal
3 nya menyatakan : “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar
perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehka”. Selain itu pasal 4 dan (2)
menyatakan : “ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha
penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.30
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesain Sengketa, yang mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai
lembaga alternative penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan :
30Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian (Jakarta: MA-RI,2004), h. 17.
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Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi
mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
Akan tetapi undang-undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi
lebih rinci dari lembaga-lembaga alternative tersebut, sebagaimana pengaturannya
tentang Arbitrase.
Walaupun demikian, kini telah jelas dan diakui secara hukum tentang
adanya suatu lembaga alternative di dalam pengadilan yang dapat membantu para
pihak yang bersengketa untuk menyelesaikans sengketanya. Karena selama ini
yang dikenal dan diatur dengan peraturan perundang-undangan adalah Arbitrase
saja.31
d. Upaya Perdamaian Perceraian
a) Apabila para pihak datang menghadap, Hakim mengupayakan
perdamaian32
b) Hakim yang memeriksa perkara perceraian berusaha mendamaikan
kedua belah pihak33







31Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, h. 18.
32Pasal 130 HIR/154 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
33Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang





Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di
muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan
adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat
darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka
melupakan hari perhitungan.34
c) Dalam gugatan perceraian yang disebabkan perselisihan, gugatan
dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai
sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar
pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.
d) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-
saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat atau suami
istri.
e) Kelalaian usaha mendamaikan dapat dianggap melanggar tertib
beracara yang dapat berakibat pemeriksaan persidangan cacat dan
putusannya dapat dibatalkan.
e. Manfaat Mediasi
Ada beberapa manfaat mediasi bagi dunia peradilan :
a) Mengurangi jumlah perkara. Banyaknya penyelesaian melalui mediasi
dengan sendirinya akan mengurangi perkara di Pengadilan.
Dengan pengurangan tersebut dapat tercapai hal-hal berikut :
34Abdul Halim Talli, Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada, (Makassar : Alauddin
University Press, 2012), h. 10.
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1) Pengadilan akan terhindar dari penunggakkan perkara yang
berlebih-lebihan, atau sama sekali tidak ada tunggakan.
2) Majelis hakim mempunyai cukup waktu untuk mempelajari dan
menelaah setiap perkara yang akan meningkatkan mutu putusan.
b) Dengan jumlah perkara yang lebih sedikit, penyelesaian akan lebih
cepat (efisien), sehingga tidak perlu ada upaya-upaya para pihak-pihak
untuk meminta kepada hakim atau aparat pengadilan agar perkaranya
didahulukan atau diperhatikan, yang akan menimbulkan akses seperti
suap-menyuap dan lain sebagainya.
c) Dengan jumlah perkara yang lebih sedikit, lebih mudah melakukan
pengawasan apabila terjadi kelambatan atau ada kesengajaan
melambatkan untuk suatu tujuan yang tidak terpuji.35
C. Tinjauan Mengenai Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
1. Gamabaran Umum Asas Peradilan
a. Asas Personalita Keislaman
Asas ini berarti yang tunduk dan ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan
dalam lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya
beragama islam. Sedangkan pemeluk agama lain (non islam) tidak tunduk
kepada kekuasaan badan peradilan tersebut.36
b. Asas Kebebasan
35Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, (Jakarta : Ka. Pusdiklat, 2004), h. vi.
36Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun
1989, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 56.
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Asas kebabsan melekat pada hakim dan badan peradilan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sebagaimana yang telah
dikemukakan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu
kekuasaan Negara yang bebas dari campur tangan kekuasaan Negara
lainnya dan dari pihak luar.37
c. Asas Wajib Mendamaikan
Merupakan asas umum dalam berperkara perdata dan sejalan dengan
tuntutan ajaran islam, yang dikenal dengan islah. Asas perdamaian sangat
penting karena Peradilan Agama identik dengan Pengadilan Keluarga.
Bushtanul Arifin menegaskan bahwa peradilan agama sebagai peradilan
keluarga memiliki dua fungsi; tidak hanya sebagai kekuasaan kehakiman
atau lembaga hukum (court of law), yang menerapkan hukum keluarga
secara tegar, tetapi lebih diarahkan kepada upaya penyelesaian sengketa-
sengketa keluarga untuk memperkecil kerusakan rohani dan keretakan
social di kalangan pencarian keadilan.38
d. Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan
Meliputi tiga aspek. Sederhana berhubungan dengan prosedur penerimaan
sampai dengan penyelesaian suatu perkara. Cepat berhubungan alokasi
waktu yang tersedia dalam proses peradilan. Biaya ringan berhubungan
dengan jangkauan biaya perkara oleh para pencari keadilan. Asas ini
tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) “peradilan dilakukan dengan
37Irfan Idris, Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dan Peradilan
Keluarga dalam Sistem Politik Hukum Islam, (Makassar : Alauddin University Press, 2012), h. 63.
38Irfan Idris, Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara Dan Peradilan
Keluarga Dalam Sistem Politik Hukum Islam, h. 67.
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sederhana, cepat dan biaya ringan”. Rumusan yang sama juga tercantum
dalam pasal 57 (3) ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989.39
e. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum
Digariskan dalam Pasal 59 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 17 UU No. 14
Tahun 1970. Asas ini harus diterapkan dalam acuan yang luwes, bijaksana,
dan moderasi menurut kemauan jiwa dan semangat pembaruan hukum
secara dinamik menyejajari perkembangan dan pertumbuhan kesadaran
paham civil libertarian mengenai jalannya proses persidangan
pengadilan.40
f. Asas legalitas dan persamaan
Maksudnya adalah semua tindakan yang dilakaukan berdassarkan hukum,
ia memiliki makna yang sama dengan bertindak menurut hukum. Asas ini
menunjukkan tentang pengakuan terhadap otoritas dan supremasi hukum,
oleh karena Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum.41
g. Asas Aktif Memberi Bantuan
Dalam proses pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan hakim bertindak
memimpin jalannya persidangan. Hakim yang mengatur dan mengarahkan
tata tertib pemeriksaan. Hakim yang berwenang menetukan hukum yang
diterapkan.42
2. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
39Irfan Idris, Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara Dan Peradilan
Keluarga Dalam Sistem Politik Hukum Islam, (Makassar : Alauddin Press, 2012), h. 68.
40Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7
Tahun 1989, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 72.
41Irfan Idris, Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara Dan Peradilan
Keluarga Dalam Sistem Politik Hukum Islam, (Makassar : Alauddin University Press, 2012), h. 70.
42Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7
Tahun 1989, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 87.
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Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam UU No. 7 tahun
1989 diatur dalam Pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini berasal dari Pasal 4
ayat (2) UU No. 14 tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini
diutarakan penjelasan umum dan penjelasan Pasal 4 ayat (2) itu sendiri. Dalam
penjelasan umum yang dicantumkan dalam angka 8 yang lengkapnya berbunyi :43
Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sderhana, cepat, dan biaya
ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang
tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat
peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari
sederhana.
Selanjutnya, maksud dan tujuan asas ini lebih dipertegas dalam penjelasan
Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :
Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu
menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak
diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat
menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus
dilanjutkan oleh para ahli waris para pencaari keadilan. Biaya ringan artinya
biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua
dengan tanpa pengorbanan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.
Bagaimana penjelasan asas ini dalam UU No. 7 Tahun 1989? Undang-
undang ini tidak member penjelasan yang ada hanya memperingatkan kembali
mkana dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur
dalam UU No. 14 Tahun 1970 berlaku sepenuhnya dalam undang-undang ini. Hal
ini dapat dibaca dalam penjelasan umum angka 5 alinea kelima yang berbunyi :
Prinsip-prinsip pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang No. 14
Tahun 1970, antara lain sidang terbuka untuk umum, setiap keputusan
dimulai dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan
biaya ringan dan ketentuan-ketentuan lain, dalam undang-undang in lebih
ditegaskan dan dicantumkan kembali.
Nyatanya, bunyi penjelasan umum ini tidak benar-benar konsisten.
Ketidakkonsistenan itu terdapat kata-kata “lebih ditegaskan” kembali. Padahal,
43Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7
Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 69.
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yang terjadi hanya pencantuman kembali asas-asas yang terdapat dalam UU No.
14 Tahun 1970 tetapi dibarengi penjelasan dan penegasan yang lebih luas. Bahkan
sama sekali tidak ditemukan penjelasan dan penegasan. Sehingga jika ingin
menemukan dan mengetahui makna dan tujuan asas-asas itu, terpaksa dicari
dalam penjelasan UU No. 14 Tahun 1970. Tidak ada penjelasan dan penegasan
terhadap rumusan penjelasan yang terdapat dalam undang-undang itu. Kalau
begitu jika hendak memahami makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat
dan biaya ringan harus merujuk kepada penjelasan UU No. 14 Tahun 1970.
Dalam bunyi penjelasan umum yang terdapat dalam angka 5 alinea ke 5
UU No. 14 Tahun 1970, pembuat undang-undang mencoba menggambarkan
perbandingan hukum acara yang terdapat pada HIR dan RBG pada satu pihak
dengan hukum acara yang terdapat pada Reglement of de Straaf Voordering
(hukum avara pidana) dan Rechtvoordering (hukum acara perdata). Tanpa
bantuan pembela atau pengacara tidak mungkin seseorang dapat membela suatu
hak atas kewajibannya. Semua proses pemeriksaan diproses secara tertulis. Lain
halnya dengan hukum acara perdata, proses dan prosedurnya sangat sederhana
dengan sistem langsung secara lisan di persidangan. Tahap pembuktian tidak
memerlukan bentuk-bentuk putusan sela. Kesederhanaan ini yang dipertahankan
asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga kalau bertitik tolak
dari asas ini, dalam pembaharuan hukum acara perdata di masa yang akan
datangpun dinamikanya tidak boleh menyimpang dari sifat kesederhanaan, cepat
dan biaya ringan.
Akan tetapi makna dan tujuan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan
bukan hanya sekedar menitikberatkan unsure kecepatan dan biaya ringan. Bukan
berarti perkara diselesaikan seperti ban beredar, tak ubahnya seperti mesin
pembuat sekrup. Tidak demikian makna dan tujuannya : asas ini bukan bertujuan
36
untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam tempo
satu jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan
yang relative tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai
dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang
sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kea rah proses pemeriksaan yang
berbelit-belit dan tersendat-sendat.44
Jangan sampai jalannya persidangan “mundur terus” untuk sekian puluh
kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Hakim pilek persidangan
mundur, hakim masuk kantor jam sebelas pemeriksaan mundur, hakim malas
pemeriksaan mundur, keluarga panitera atau hakim menyunat rasul anak dijadikan
alasan untuk mengundurkan pemeriksaan persidangan, sekalipun para pihak dari
jauh sudah berupaya mengongkosi para saksi yang akan mereka hadapkan,
penasehat hukum pergi pesiar dibenarkan sebagai alasan untuk mengundurkan
pemeriksaan sidang. Padahala dalam kondisi yang seperti itu pemeriksaan dapat
dilanjutkan secara contradictoir tanpa jawaban bantahan dari pihak yang tridak
hadir tanpa alasan yang sah.










44 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7
Tahun 1989 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 71.
37
Terjemahnya :
Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa
yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.
dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak
memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah
kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan
Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan
menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
45 Abdul Halim Talli, Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada, (Makassar :
Alauddin University Press, 2012), h. 11.
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif  adalah tipe data penilitian yang dikategorisasi tidak
berdasarkan jumlah atau banyaknya sesuatu.46
Penelitian ini juga menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan
bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan
sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada
menghubungkan variabel-variabel dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi
tentang obyek penelitian.
2. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat atau wadah diadakannya suatu penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Takalar yang bertempat di Jln.
Diponegoro No. 5 Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, Telp/Fax. 0418-21022.
Web: www.pa-barru.go.id, E-mail: admin@pa-barru.go.id Takalar Sulawesi
Selatan. Selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 19 Agustus sampai 19 September
Juli 2014.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan
dan sasaran penelitian. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka
pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah:
46 Dr. Nur Indriantoro, M,Sc., dan Drs. Bambang Supomo, M.Si. metodologi Penetitian
Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA Anggota No. 008,
2013), h. 248.
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1. Pendekatan Yuridis, Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang
digunakan berdasarkan peraturan-peratuan yang berlakup yang memiliki
korelasi dengan masalah yang diteliti.
2. Pendekatan Syar’i, yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang ada
hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
C. Sumber Data
Sumber data merupakan subyek dimana data diperoleh. Dalam penelitian
ini sumber data meliputi:
1. Sumber Data Primer
Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak
yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).47
Sumber data sekunder dalam penelitian ini dari bahan-bahan kepustakaan, dari
beberapa buku-buku referensi, dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan,
laporan, teori-teori, dan bahan-bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data dalam
penelitian. Metode pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan
pemaparan hukum ini adalah:
47 Dr. Nur Indriantoro, M,Sc., dan Drs. Bambang Supomo, M.Si. metodologi Penetitian




Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan
tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan responden
yaitu pihak yang terkait langsung dengan obyek yang diteliti. Sasaran  wawancara
adalah informan kunci yaitu orang yang sangat berpengetahuan dan bisa
menyampaikan gagasan, orang yang pandangannya dapat menambah atau berguna
dalam memahami apa yang sedang terjadi. Dalam hal ini informasi kunci yaitu
pihak yang terkait langsung dengan penelitian di Pengadilan Agama Takalar
2. Studi Dokumen
Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan
melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”. Studi dokumen
ini berguna mendapat landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-
buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil
penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.48
E. Instrumen Penelitian
Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fonomena alam
maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam wawancara yang
dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa
pertanyaan. Yang kedua yaitu alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk
mencatat semua percakapan dengan sumber data.
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data
48 Soerjono Soekanto. Pengantar penelitian Hukum. (Jakarta: UII Press, 1986), h.21.
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan dan
analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer
dengan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun
secara sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah
analisis data adalah sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang
merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar
dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang
pelaksanaan penelitian, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
2. Sajian Data
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskriptif dalam
bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian
data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis
matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai
pendukung narasinya.
3. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses
pengumpulan data berakhir. Kesimpulan tersebut perlu diferifikasi agar mantap
dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan cara penjabaran data yang berupa hasil wawancara dengan
hakim di Pengadilan Agama Takalar. Data yang diperoleh tadi disusun dalam
bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data,
menghasilkan sajikan data, dan seterusnya diambil kesimpulan yang dilakukan
saling menjalin dengan proses pengumpulan data.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Takalar
a. Profil Kabupaten Takalar
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Implementasi otonomi daerah telah berjalan sejak Tahun 2001 yang
membawa konsekuensi pada tanggungjawab daerah dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat, dan bermakna bahwa pembiayaan dan penyelenggaraan pelayanan
umum dan pembangunan telah didelegasikan kepada pemerintah daerah.
Pendelegasian tugas dan fungsi ini dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat dapat
lebih tepat dialokasikan, jika sejak awal pelaksanaan pembangunan yaitu tahapan
perumusan kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan
aspirasi masyarakat.
Untuk dapat secara cermat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat,
para perencana dan perancang program dan strategis pembangunan khususnya di
Kabupaten Takalar, telah menetapkan visi pembangunan yaitu Terwujudnya
Masyarakat Mandiri, Demokratis Berkeadilan Sosial, Sejahtera Lahir Bathin. Dari
visi pembangunan daerah ini disusun strategis dan program pembangunan yang
harus mampu menangkap dan merespon aspirasi masyarakat. Karena itu,
perencana dan pembuat kebijakan pembangunan harus memiliki kemampuan
melakukan perumusan kebijakan yang tepat dan objektif.49
b. Kondisi Wilayah
Kabupaten Takalar secara geografis terletak antara 5,3 – 5,38 Lintang
Selatan dan 119,02 – 119,39 Bujur Timur mempunyai batas-batas wilayah,
sebagai berikut :
Sebelah utara: Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa.
Sebelah timur: Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa.
Sebelah selatan: Laut Flores.
Sebelah barat: Selat Makassar.
49Wahana Bagi Pemerhati Takalar, “Info Takalar”, Situs Resmi WBPT.
Infotakalar.irsyadi.com, (5 September 2014).
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Ibukota Kabupaten Takalar adalah Pattallassang, terletak 29 km arah
selatan dari kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah
Kabupaten Takalar adalah 566,51 km2, dimana 240,88 km2 diantaranya
merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km.50
Secara administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 7
kecamatan, 55 desa, dan 18 kelurahan. Dari 7 kecamatan tersebut, 4 kecamatan
merupakan daerah pesisir, yaitu Mangarabombang dengan luas 100,50 km2 terdiri
dari 12 desa, Mappakasunggu dengan luas 74,63 km2 terdiri dari 8 desa, Galesong
Selatan luas 44,00 km2 dan 14 desa, Galesong Utara luas 21,75 km2 terdiri dari 9
desa. Tiga kecamatan lainnya adalah Kecamatan Polongbangkeng Selatan dengan
luas 88,07 km2 terdiri dari 8 desa / kelurahan, Kecamatan Polongbangkeng Utara
dengan luas 212,25 km2 terdiri dari 14 desa / kelurahan, dan Kecamatan
Pattallassang dengan luas 25,31 km2 terdiri dari 8 Desa / Kelurahan.
Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari daerah pantai, dataran
dan perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan
kemiringan antara 0 – 3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0 – 25
m, dengan bantuan penyusun geomorfologi dataran di dominasi endapan alluvial,
endapan rawa pantai, batu gamping terumbu dan tufa serta beberapa tempat
bantuan lelehan basal.51
Secara hidrologis Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim
hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Nopember
hingga bulan Mei. Rata-rata curah hujan bulanan pada musim hujan berkisar
antara 11,7 mm hingga 653,6 mm dengan curah hujan tertinggi rata-rata harian
50Wahana Bagi Pemerhati Takalar, “Info Takalar”, Situs Resmi WBPT.
Infotakalar.irsyadi.com, (5 September 2014).
51Wahana Bagi Pemerhati Takalar, “Info Takalar”, Situs Resmi WBPT.
Infotakalar.irsyadi.com, (5 September 2014).
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adalah 27,9oC (Oktober) dan terendah 26,5oC (Januari – Februari). Temperatur
udara terendah rata-rata 22,2 hingga 20,4oC pada bulan Februari – Agustus dan
tertinggi 30,5 – 33,9oC pada bulan September – Januari.
c. Penduduk
Alam analisis sosial ekonomi penduduk, masalah kependudukan yang
mencakup mengenai jumlah, umur, dan jenis kelamin menjadi dasar pijakan.
Jumlah penduduk akan menggambarkan permasalahan yang mungkin ada,
sementara itu jumlah dan jenis kelamin berkaitan dengan berbagai karakteristik
penduduk.52
Penduduk Kabupaten Takalar selama lima tahun terakhir tumbuh rata-rata
0,57 persen pertahun, yaitu dari 235.188 jiwa pada Tahun 1999 menjadi 240.578
jiwa pada Tahun 2003 (Susenas 1999, 2003). Penduduk daerah ini tersebar di
tujuh kecamatan, pada Tahun 2003 dengan jumlah penduduk 240.578 jiwa sekitar
14,06 persen di Kecamatan Mangarabombang, 10,77 persen di Mappakasunggu,
10,03 persen di Polongbangkeng Selatan, 12,42 persen di Pattallassang, 17,04
persen di Polongbangkeng Utara, 18,68 persen di Galesong Selatan, dan 16,99
persen di Galesong Utara.
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Takalar
dengan luas wilayah yang tetap maka tingkat kepadatan penduduk juga semakin
bertambah. Pada Tahun 2003 rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Takalar
sekitar 425 orang per km2. Jika diperhatikan menurut Kecamatan, terlihat bahwa
Kecamatan Galesong Selatan yang paling banyak dan paling padat penduduknya
dengan rata-rata kepadatan sekitar 2.066 orang per km2, sedangkan yang paling
sedikit penduduknya Kecamatan Polongbangkeng Selatan dengan kepada dengan
kepadatan 274 orang per km2, dan yang paling jarang penduduknya adalah
52Wahana Bagi Pemerhati Takalar, “Info Takalar”, Situs Resmi WBPT.
Infotakalar.irsyadi.com, (5 September 2014).
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Kecamatan Pattallassang sebagai ibukota Kabupaten Takalar dengan kepadatan
141 orang per km2. Rendahnya kepadatan penduduk di ibukota kabupaten ini
merupakan indikator bahwa penduduk yang tinggal di kecamatan ini
terkonsentrasi hanya di wilayah kota saja.
Kabupaten Takalar dengan jumlah penduduk 240.578 jiwa mempuyai
jumlah penduduk miskin sejumlah 50.912 jiwa, atau 21,16% dari jumlah
penduduk. Jumlah penduduk miskin tersebut terbagi dalam 15.228 KK.
Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan kecamatan yang mempunyai
jumlah penduduk termiskin (16.625 jiwa) diikuti oleh Mangarabombang (13.525
jiwa), Galesong Utara (7.952 jiwa), Polongbangkeng Selatan (6.770 jiwa),
Pattallasang (6.636 jiwa), dan terkecil pada Mappakasunggu (4.148 jiwa).53
2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Takalar
a. Lintas Sejarah Pengadilan Agama Takalar
Pengadilan Agama telah eksis di bumi pertiwi sejak zaman kolonialisasi
Belanda. Kala itu masih bernama Priesterraad, yang ditetapkan di bawah
pengawasan pengadilan kolonial yaitu “Landrad”, namun mempunyai
kewenangan lebih luas karena selain menjalankan fungsi yustisial, juga berfungsi
sebagai penasehat bagi kesultanan Islam.
Pengadilan Agama secara formal dibentuk berdasarkan Staatsblad
(Lembaran Negara) tahun 1882 No. 152. Sebelum itu sebenarnya sudah ada
produk perundang-undangan yang mengatur kepentingan ummat Islam, namun
sifatnya masih terbatas, seperti Stbl. 1820 No 22 serta ketatapan Komisaris
Jenderal No. 17 tahun 1828 bertanggal 12 Maret 1828.
Stbl. 1882 No 152 yang menjadi dasar pembentukan pengadilan agama
hanya terdiri dari 7 pasal, yang pada pokoknya mengatur bahwa disamping
53Wahana Bagi Pemerhati Takalar, “Info Takalar”, Situs Resmi WBPT.
Infotakalar.irsyadi.com, (5 September 2014).
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landraad (pengadilan negeri), diadakan pengadilan agama yang mempunyai
daerah hukum yang sama dengan landraad. Staatsblad ini -meskipun dengan
cukup sederhana- juga mengatur hal-hal teknis penanganan perkara, seperti
jumlah penghulu yang menangani perkara, proses pengambilan keputusan, bentuk
administrasi dan surat menyurat, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis
administratif.
Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stbl. 1937 No
116, yang mengubah beberapa substansi aturan mengenai pengadilan agama
tingkat pertama yang diatur dalam Stbl 1882 No 152. Disamping itu terbit pula
Stbl 1937 No 610 tentang pembentukan Mahkamah Islam Tinggi. Ketiga
Staatsblad tersebut masih berlaku bagi wilayah Jawa dan Madura, belum termasuk
kawasan Indonesia lainnya.
Pengadilan Agama di luar pulau Jawa dan Madura baru dibentuk setelah
terbitnya Stbl 1937 No. 638 dan No. 639 untuk wilayah Kalimantan Selatan dan
Timur, dan peraturan Swapraja Stbl 1938 No. 529 pasal 12 untuk wilayah
Kalimantan lainnya, Sumatera dan seluruh wilayah Sulawesi, termasuk
Pengadilan Agama Takalar.54
Pada masa pendudukan Jepang, Pengadilan Agama tidak mengalami
perubahan berarti, kecuali perubahan nama ke dalam bahasa Jepang, yaitu
“Sooryo Hooin”. Hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik pemerintahan di
masa pendudukan Jepang yang lebih memfokuskan perhatiannya pada urusan
pertahan keamanan. Karenanya, segenap aturan perundang-undangan tentang
pengadilan agama yang berlaku pada zaman penjajahan Belanda tidak berubah
dan tetap berlaku pada zaman pendudukan Jepang.
Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan PP No. 5
54Pemerintah Pengadilan Agama Takalar “Sejarah Pengadilan Agama Takalar”.
Pengadilan Agama Takalar. www.pa-takalar.go.id (5 September 2014).
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tanggal 25 Maret 1946 yang mengubah kedudukan Pengadilan Agama dari
Departemen Kehakiman ke bawah naungan Departemen Agama. Selanjtnya, pada
tahun 1957 pemerintah kembali mengeluarkan PP No 45 tahun 1957 untuk
mengatur Pengadilan Agama selain di Jawa, Madura serta Kalimantan Selatan dan
Timur, termasuk diantaranya Pengadilan Agama Takalar.
Pada zaman orde baru, aturan perundang-undangan mengenai
pembentukan pengadilan agama tersebut di ata diperkuat dengan keluarnya UU
No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 10
ayat (1) Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan; (a)Peradilan umum,(b) Peradilan
Agama, (3) Peradilan Militer, (4) Peradilan Tata Usaha Negara. Terbitnya
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1977 tentang kasasi bagi
putusan Pengadilan Agama pada giliran selanjutnya semakin mengukuhkan
eksistensi pemngadilan agama sebagai lembaga yudikatif yang mandiri.
Penyeragaman nama lembaga menjadi ”Pengadilan Agama” untuk
pengadilan tingkat pertama dan ”Pengadilan Tinggi Agama” untuk tingkat
banding baru dimulai setelah keluarnya SK Menteri Agama No 6 tahun 1980 yang
kemudian dibakukan dengan terbitnya UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama tanggal 29 Desember 1989 (Lembaran Negara RI. No 49 tahun 1989 dan
tambahan Lembaran Negara No. 3400).55
Perubahan selanjutnya yaitu pada saat lahir UU Nomor 4 tahun 2004
tentang kekuasaaan kehakiman yang merupakan pengganti UU nomor 35 tahun
1999 tentang perubahan atas UU nomor 14 tahun 1970. Dalam undang-undang
tersebut terjadi perubahan signifikan dengan berlakunya one roof system.
Penyatuan atap tersebut dimaksudkan untuk memperkuat prinsip kekuasaan
55Pemerintah Pengadilan Agama Takalar “Sejarah Pengadilan Agama Takalar”.
Pengadilan Agama Takalar. www.pa-takalar.go.id (5 September 2014).
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kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum.
Untuk mengefektifkan ketentuan tersebut, dikeluarkanlah Keputusan Presiden RI
Nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di
lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara
ke Mahkamah Agung tertanggal 23 Maret 2004. Akhirnya, terhitung mulai 30
Juni 2004 Peradilan Agama resmi beralih dari Departemen Agama ke Mahkamah
Agung.
b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Takalar
Setiap organinsasi tentunya mempunyai visi-misi sebagai pedoman yang
didalamnya berisikan gambaran universal dan berkesinambungan tentang keadaan
masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan yang ingin dicapai. Demikian
halnya dengan Pengadilan Agama Takalar sebagai salah satu lembaga
pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah juga mempunyai visi tentunya dominan
pada cita hukum (rechts idea) yang ingin diwujudkan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Takalar yang berada di
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar bermaksud secara maksimal
dan profesional untuk bagaimana dapat berkarya secara eksis, konsisten,
antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat- stakeholder
(justisiabelen).
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai
perwujudan/implementasi dari visi yang telah ditetapkan sebelumnya, demikian
halnya dengan misi Pengadilan Agama Takalar itu sendiri.
Visi dan Misi Pengadilan Agama Takalar telah disusun melalui proses
yang partisipatif dan komprehensif dengan mempertimbangkan data statistik
Pengadilan Agama Takalar dan kondisi eksternal/realitas wilayah hukum yang
ada.
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a) Pernyataan Visi Dan Penjelasan Maknanya
Visi Pengadilan Agama Takalar adalah sebagai berikut:56
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TAKALAR YANG
BERSIH, BERWIBAWA, DAN PROFESIONAL DALAM
PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MENUJU SUPREMASI
HUKUM”
Visi tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi
seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Takalar dalam wilayah hukumnya
dalam melaksanakan aktivitas. Pernyataan visi Pengadilan Agama Takalar
tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut:57
 Pengadilan Agama Takalar yang bersih, mengandung makna bahwa
bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan
nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan
hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu
dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses
penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat
untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.
 Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Takalar ke depan
tetap dan dapat dipercaya oleh segenap masyarakat sebagai lembaga
peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga
lembaga peradilan tegak dan menjadi kharisma sandaran keadilan
masyarakat.
 Profesional, yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah profesionalisme
dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam menguasai dan
56Pemerintah Pengadilan Agama Takalar “Visi dan Misi Pengadilan Agama Takalar”.
Pengadilan Agama Takalar. www.pa-takalar.go.id (5 September 2014).
57Pemerintah Pengadilan Agama Takalar “Visi dan Misi Pengadilan Agama Takalar”.
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51
menjabarkan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme manajemen
lembaga peradilan, sehingga hukum dan keadilan diharapkan dapat
terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud, maka supremasi hukum
dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.
b) Pernyataan Misi Dan Penjelasannya
Berdasarkan visi Pengadilan Agama Takalar yang telah ditetapkan
tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Takalar untuk
mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Takalar tersebut adalah :
1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2) Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan;
3) Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif;
4) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
5) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
Penjelasan Makna Misi :58
Misi pertama “Mewujudkan Peradilan yang Cepat, Sederhana dan
Biaya Ringan”. Misi pertama ini mengandung makna bahwa untuk mewujudkan
lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka
pelaksanaan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan
langkah antisipatif terhadap eforia reformasi hukum yang selalu didengungkan
masyarakat. Sikap sinisme dan apatisme masyarakat terhadap lembaga peradilan
yang selalu menganggap bahwa berproses ke pengadilan cukup berbelit-belit,
memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi
tersebut. Misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-
58Pemerintah Pengadilan Agama Takalar “Visi dan Misi Pengadilan Agama Takalar”.
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undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.59
Misi kedua, “Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan”. Dalam
konteks ini , yang dimaksud dengan sumber daya aparatur peradilan meliputi
pejabat hakim, kepaniteraan, kejurusitaan serta kesekretariatan.
Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada pada
tangan hakim. Oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya hakim adalah
urgen. Meskipun demikian, aparat peradilan lainnya, seperti kepaniteraan dan
kejurusitaan serta kesekretariatan tetap mendapat perhatian peningkatan sumber
daya, hal sangat perlu untuk dipahami bersama karena aparat peradilan tersebut
merupakan satu kesatuan sistem dan juga faktor pendukung bagi hakim dalam
melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan. Tingkat profesionalisme
aparat salah satunya sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan
hukum aparat.60
Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakukan melalui :
1) Pendidikan formal dan non-formal;
2) Pendidikan dan pelatihan fungsional dan struktural;
3) Pengalaman kerja melalui mutasi terencana.
Misi ketiga, “Meningkatkan Pengawasan Yang Terencana dan Efektif”.
Makna dari kalimat diatas, bahwa penerapan pengawasan yang terencana
merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan suatu pelanggaran,
sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah
secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan
59Pemerintah Pengadilan Agama Takalar “Visi dan Misi Pengadilan Agama Takalar”.
Pengadilan Agama Takalar. www.pa-takalar.go.id (5 September 2014).
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dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat
mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan.
Pengawasan merupakan tindakan untuk :61
1) Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib
sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya
dengan sebaik-baiknya;
3) Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari
keadilan yang meliputi; kualitas putusan, sederhana dalam proses
pelayanan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara
yang ringan.
Misi keempat, “Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum
Masyarakat”.
Sebagaimana di ketahui, bahwa ada tiga pilar yang menentukan efektifitas
dan kesuksesan pencapaian tujuan hukum, yakni (1) Substance; (2) Structure; (3)
Legal Culture.62
Budaya hukum sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan masyarakat
terhadap hukum. Kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran yang diikuti
dengan ketaatan terhadap hukum. Ada tiga tingkatan kualitas ketaatan hukum,
pertama, ketaatan hukum yang bersifat compliance, yaitu jika seorang taat
terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi; kedua, ketaatan hukum
yang bersifat identification, yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya
61Pemerintah Pengadilan Agama Takalar “Visi dan Misi Pengadilan Agama Takalar”.
Pengadilan Agama Takalar. www.pa-takalar.go.id (5 September 2014).
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karena takut hubungan baiknya dengan orang lain menjadi rusak; ketiga, ketaatan
hukum yang bersifat internalization, yaitu jika seorang taat terhadap hukum
karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya.
Model ketaatan yang ketiga terhadap hukum tersebut diatas adalah yang
sangat diharapkan terwujud dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar
untuk mencapai visinya.
Misi kelima, “Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”.63
Mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu,
maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana
dan Prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik,
sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain.
Faktor penentu/kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang menjadi
prioritas dalam usaha mencapai visi dan misi. Faktor kunci keberhasilan diperoleh
dari analisis kondisi lingkungan dan evaluasi atas permasalahan strategis serta
kondisi yang ada.
Dari hasil analisis kondisi lingkungan, faktor kunci keberhasilan dalam
mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Takalar adalah sebagai berikut :
1) Adanya peningkatan pendidikan dan keterampilan aparatur peradilan
Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan peradilan khususnya
dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar adalah keterbatasan secara
kuantitas dan kualitas para aparatur di dalam menjalankan tugas pokok untuk
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan.
Keterbatasan tersebut terkhusus kepada kemampuan kualitas, sehingga hal ini
mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tidak
efektif dan efisien.
63Pemerintah Pengadilan Agama Takalar “Visi dan Misi Pengadilan Agama Takalar”.
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Dalam rangka mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi
Pengadilan Agama Takalar, maka peningkatan pendidikan dan pelatihan menjadi
hal yang penting. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan penjenjangan
formal dan atau mengikutsertakan aparatur pada setiap kesempatan pendidikan
dan pelatihan, seminar hukum dan lain-lainnya. Penyelenggaraan peradilan yang
bersih dan professional akan dapat diberikan oleh aparatur yang handal,
berpendidikan dan terampil. Hasil dari kesemuanya akan bermuara pada
kewibawaan lembaga peradilan.
2) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana hukum yang memadai
Selain masalah pendidikan dan keterampilan, peningkatan sarana dan
prasarana merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan
peradilan. Pengadilan Agama Takalar yang kini telah menempati gedung kantor
baru, dari segi prasarana gedung masih perlu untuk mendapat perhatian &
peningkatan. Juga sarana operasional alat pengolah data dalam mendukung
kelancaran pengelolaan administrasi, baik administrasi perkara maupun
administrasi kesekretariatan adalah juga masih memerlukan perhatian serius.
3) Terwujudnya pengawasan yang terencana dan efektif
Pengawasan merupakan salah satu elemen dan fungsi pokok managemen
untuk menjaga dan mengendalikan tugas-tugas dalam suatu organisasi yang harus
dilaksanakan sehingga berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan
aturan yang berlaku, demikian halnya dengan keberadaan organisasi Pengadilan
Agama Takalar sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman.
Pengawasan merupakan instrumen utama dalam mencari solusi penyelesaian atas
permasalahan yang timbul dalam lembaga peradilan. Pengawasan diyakini
bersama dapat meminimalisir peluang pelanggaran ketentuan sehingga lembaga
pengadilan dapat menjadi lembaga yang berwibawa dalam memberikan pelayanan
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hukum kepada masyarakat yang bermuara pada terwujudnya visi dan misi
Pengadilan Agama Takalar.
4) Terwujudnya kesadaran dan ketaatan hukum
Kesadaran dan ketaatan hukum yang dimaksud adalah meliputi kesadaran
dan ketaatan aparatur peradilan dan masyarakat pencari keadilan terhadap
keberlakuan suatu hukum. Kesadaran hukum yang dimiliki aparatur peradilan
belum menjamin bahwa aparat tersebut akan mentaati suatu ketentuan hukum.
Kesadaran hukum dalam konteks ini adalah adanya pemahaman yang baik
dan benar secara akal sehat dan substansi para aparatur peradilan dan masyarakat
terhadap suatu aturan/ketentuan hukum yang berlaku untuk itu. Sedangkan
ketaatan hukum adalah adanya kepatuhan terhahap aturan/ketentuan hukum yang
berlaku untuk itu dengan berangkat dari kesadaran hukum secara akal sehat dan
substantif dimaksud.
Uraian tersebut diatas sangatlah penting untuk dipahami dan dipedomani
oleh aparat peradilan dan masyarakat sebagai referensi bersama, sehingga secara
langsung memahami pula bahwa kesadaran hukum dan ketaatan hukum
masyarakat menjadi faktor penentu penegakan hukum, terkhusus kepada
keberhasilan capaian visi dan misi Pengadilan Agama Takalar.
c. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Takalar64
64Pemerintah Pengadilan Agama Takalar “Peta Yuridiksi Pengadilan
AgamaTakalar”.Pengadilan Agama Takalar. http://www.pa-
takalar.go.id/images/stories/perkara/peta.jpg. (5 September 2014).
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d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Takalar65
Struktur organisasi Pengadilan Agama Takalar mengacu pada undang-
undang nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua
65Pemerintah Pengadilan Agama Takalar “Struktur Organisasi  Pengadilan
AgamaTakalar”. Pengadilan Agama Takalar.
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Mahkamah Agung nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan KMA Nomor
5 tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan.
B. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Asas Sederhana, Cepat dan Biaya
Ringan ditinjau dari Sosiologis Hukum di Pengadilan Agama Takalar
Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan
suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian terhadap
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pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme penerapan perdamaian di Pengadilan
Agama Takalar, tidak jauh berbeda dengan yang ada di Pengadilan Agama
lainnya, yaitu :66
1. Tahap Persiapan
Dalam tahap ini mediator harus tahu benar tentang tugas pokok yang
diembannya. Mediator harus tahu betul masalah pokok yang menjadi prioritas
dalam pelaksanaan mediasi yang akan dilaksanakannya. Mediator harus dapat
menentukan tempat dan waktu mediasi yang akan dilaksanakannya. Mediator
harus dapat menentukan tempat dan waktu mediasi dengan para pihak yang
bersengketa, siapa saja yang harus hadir dan apa saja pokok masalah yang
perlu dibicarakan.
Selain dari itu seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang
berperan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara.
Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol proses dan
menegakkan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan menambahkan
kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana komunikasi yang baik
antara para pihak, membantu para pihak dalam membantu para pihak dalam
menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah
tidak produktif lagi.
Sebelum rapat dimulai antara mediator dan para pihak, mediator menciptakan
atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk rapat bersama, pada saat itu
moderator akan mengeluarkan pernyataan pendahuluan dan melakukan
tindakan awal, yakni melakukan perkenalan diri dan perkenalan para pihak,
menjelaskan kedudukan dia sebagai mediator, menjelaskan peran dan
66 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
(Cet iv, Jakarta: Kencana, 2006), h. 177.
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wewenangnya, menjelaskan aturan dasar tentang proses, aturan kerahasiaan
dan ketentuan rapat, menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak dan bila
telah sepakat akan melanjutkan perundang-undangan maka ia harus
mengikuti semua aturan yang berlaku.
2. Tahap Pelaksanaan
Setelah forum terbentuk dan semua persiapan awal telah selesai serta segala
aturan main telah disepakati bersama, maka mediator meneruskannya dengan
mengadakan rapat bersama dan meminta pernyataan atau penjelasan
pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Mediator harus
memerhatikan semua informasi yang disampaikan masing-masing para pihak.
Oleh karena informasi yang disampaikan itu menurut kepentingan para pihak
yang bersengketa, maka mediator harus mengkualifikasi informasi tersebut
untuk bahan penyelesaian sengketa. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi,
yakni tanggapan terhadap informasi yang telah disampaikan oleh para pihak.
Para pihak melakukan negosiasi dan tawar-menawar di antara mereka,
biasanya pada kesempatan ini masing-masing pihak ngotot untuk disetujui
yang mereka inginkan. Di sinilah peran dan kepiawaian mediator diuji, sebab
kalau mediator lemah biasanya berlanjut kepada keributan dan bubarnya
mediasi.
Dalam tahap negosiasi ini membutuhkan waktu yang agak lama sebab dalam
negosiasi mediator membicarakan masalah waktu yang krusial yang
diperselisihkan. Dalam tahap negosiasi ini ada dua tahap yang biasanya
dilakukan. , yaitu pertama; para pihak berbicara langsung satu sama lain,
mediator hanya berperan untuk menjaga urusan bicara, mencatat
kesalahpahaman dan sekali-sekali menginterview membantu proses
komunikasi, kedua; mediator membantu seluruh arah pembicaraan,
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mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan terkadang memberikan
tawaran solusi. Kedua model ini dalam penerapannya tergantung kepada para
pihak yang berjalan dengan baik, maka model yang pertama sangat baik
untuk diterapkan, tetapi jika para pihak tetap ngotot pada pendirian masing-
masing, maka model kedua baik untuk dipergunakannya.
3. Tahap Pertemuan Terpisah
Pertemuan ini dimaksudkan untuk menggali hal-hal yang belum diungkapkan
terhadap pointers yang belum disepakati dalam negosiasi, sehingga apa yang
menjadi kekhawatiran  masing-masing dapat digali untuk dicarikan jalan
keluar sampai tercapainya suatu kesepakatan. Pertemuan terpisah perlu juga
terlaksanakan apabila ada pihak yang tiodak berdaya dan mempunyai posisi
lawan lemah atau menyangkut private confidential (biasanya dalam bidang
hukum keluarga) sehingga banyak hal yang tidak bias dikemukakan di muka
orang banyak. Bila mediator melakukan pertemuan terpisah dengan salah satu
pihak, maka ia harus melakukan yang sam dengan pihak lain. Hal ini penting
untuk dilaksanakan agar ia tidak dianggap memihak kepada salah satu pihak,
sehingga merusak kepercayaan para pihak kepadanya.
Setelah mengadakan pertemuan terpisah, mediator mengadakan rapat pleno
lagi untuk mengadakan negosiasi terakhir dan menyelesaikan beberapa hal
dengan lebih rinci dan detail.
Seluruh permasalahan yang telah disepakati dituangkan dalam surat yang
berbentuk akta dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.
4. Tahap penutup
Setelah segala permasalahan yang diangkat dalam pertemuan tersebut
disepakati dan disetujui oleh para pihak yang bersengketa dan dituangkan
dalam sebuah akta, kemudian mediator menutup rapat dengan memberikan
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commend kepada para pihak yang bersengketa bahwa apa yang telah
dicapainya it merupakan suatu keputusan yang terbaik dan menyarankan para
pihak yang bersengketa itu supaya taat dan menjalankan keputusan itu dengan
penuh tanggungjawab.
Setelah keputusan itu ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa,
mediator menutup rapat dan selanjutnya mediator melaporkan kepada Majelis
Hakim yang menyidangkan perkaranya. Selanjutnya Majelis Hakim
menetapkan hari sidang dan dalam persidangan yang telah ditentukan itu
menghukum para pihak yang bersengketa untuk mentaati kesepakatan ynag
telah disetujuinya.
Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara
adalah sejalan dengan tuntuan ajaran islam. Ajaran islam memerintahkan agar
menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya
dilaksanakan dengan jalan perdamaian (islah) ketentuan ini adalah sejalan dengan











Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu
kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah
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surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu
berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku
adil.67
Ayat di atas menjelaskan bahwa, perdamaian itu harus dilakukan dengan
adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil. Umar Ibnu
Khatab ketika menjabat Khalifah Arrasyidin dalam suatu peristiwa pernah
mengemukakan bahwa menyelesaikan suatu peristiwa dengan jalan putusan
hakim sungguh tidak menyenangkan dan hal ini akan terjadi perselisihan dan
pertengkaran yagn berlanjut, sebaiknya dihindari. Dalam kitab-kitab fiqhi
traditional banyak juga anjuran dari para pakar hukum islam agar menyelesaikan
sengketa antara umat Islam supaya dilaksanakan dengan cara Islam atau
perdamaian.
Beberapa hakim Pengadilan Agama Takalar mengemukakan asas
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, antara lain:
Asas sederhana menjelaskan sesuatu dengan mudah, tidak berbelit-belit,
supaya pihak-pihak yang berperkara mampu mengungkapkan apa yang
diinginkannya, hakim mampu memberikan penjelasan yang dimengerti para
pihak.68
Demikian penjelasan seorang hakim Pengadilan Agama Takalar, dimana
asas sederhana ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokonya maupun
prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang
berkepentingan.
Fakta yang terjadi di dalam praktek, dikemukakan bahwa asas sederhana
hanya dapat dipahami hanyalah pada aturan prosedurnya artinya untuk kegiatan
pendaftarannya masih menemui kendala jangka waktu yang panjang, bahkan
dalam perjalanannya tidak sesuai. Diantaranya proses registrasi dan
67Abdul Manan, “Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama”.
(Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 158.
68 Drs. M. Thayyib. HP., SH., MH, Hakim Pengadilan Agama Takalar, wawancara (27
Agustus 2014).
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mendamaikannya berbelit-belit. Sehingga tujuan dari asas sederhana itu sendiri
belum tercapai. Makna sederhana dalam kamus besar Bahasa Indonesia dipahami
sebagai suatu perbuatan (tindakan) yang hemat dalam arti efisien biaya, waktu dan
prosedurnya, sedang tuntas bias dipahami sebagai suatu perbuatan (tindakan) yang
efektif artinya tidak berbelit-belit dan prosedurnya terlaksana dengan baik
sehingga terlihat hasilnya.
Cepat artinya, dipermudah proses perdamaiannya, tidak ditunda-tunda.
Diundur-undur, disesuaikan dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh
pihak mediator dan pihak berperkara.69
Sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Takalar, asas
cepat ini diberlakukan dengan tujuan agar para pihak tidak disibukkan hanya
dengan persidangan saja, maksudnya para pihak dapat melakukan aktifitas mereka
sekalipun mengikuti persidangan yang telah ditentukan.
Biaya ringan, penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Takalar maupun
Pengadilan Agama lainnya tidak semahal penyelesaian yang terjadi di luar
pengadilan, asas ini sangat membantu para pihak yang ingin berperkara di
Pengadilan.70
Meskipun asas perdamaian telah ditentukan oleh Undang-undang yang
telah berlaku, tetapi tidak sedikit dalam praktek peradilan usaha perdamaian para
pihak yang berperkara tidak dilaksanakan oleh para hakim secara optimal di
dalam sidang pengadilan. Usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim selama
ini hanya sepintas saja, terkesan hanya secara formalitas sebagaimana yang ditulis
dalam undnag-undang.
Dari gambaran di atas, saya sebagai penulis akan mencoba mencatat
beberapa hal yang berhubungan dengan masalah perdamaian dengan analisis
sosiologi sehingga perdamaian ini dalam praktek Pengadilan Agama Takalar
dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan
69 Dra. Nurhania., SH., MH. Pengadilan Agama Takalar, wawancara (05 September 2014)
70 Drs. M. Thayyib. HP., SH., MH, Hakim Pengadilan Agama Takalar, wawancara (27
Agustus 2014).
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yang berlaku. Apa yang dikemukakan di sini lebih di tekankan pada aplikasi
penerapan perdamaian yang dilaksanakan di dalam persidangan bagi pihak-pihak
yang berperkara.
Dari sini terlihat jelas gambaran bahwa, hakim maupun masyarakat
berbeda pendapat mengenai mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Takalar.
Menurut hasil wawancara penulis dengan Hakim-hakim yang berada di
Pengadilan Agama Takalar tentang proses penyelesaian sengketa melalui asas
sederhana, cepat dan biaya ringan ditinjau dari sosiologi hukum di pengadilan
agama takalar mengatakan bahwa :
Proses berperkara yang terjadi di dalam Pengadilan Agama Takalar
disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku, sebagaimana asas yang
terdapat di dalamnya salah satunya yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya
ringan.71
Ditinjau dari sosiologi hukum, proses penyelesaian sengketa tidak jauh
berbeda dengan yang terjadi di Pengadilan, di antaranya :
1. Sebelum persidangan dimulai para pihak di pertemukan dalam sebuah
ruangan, kemuadian dipisah.
2. Lalu mereka ditanya-tanya oleh mediator.
3. Jika belum terjadi kesepakatan damai, maka mediator menentukan hari
persidangan.
4. Kemuadian persidangan dilakukan secara tertutup.
5. Jika kedua belah pihak sepakat damai, maka mediator mengambil
keputusan damai.
71Drs. M. Thayyib. HP., SH., MH, Hakim Pengadilan Agama Takalar, wawancara (27
Agustus 2014).
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C. Kendala Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi ditinjau dari
Sosiologis Hukum Di Pengadilan Agama Takalar
Memang secara teoritis diketahui bahwa tujuan pokok dari penyelesaian
konflik yang menggunakan cara hukum dan pengadilan adalah untuk mewujudkan
penyelesaian tanpa kekerasan. Namun pertanyaan yang sering muncul
sehubungan dengan hal tersebut adalah : apakah di dalam kenyataanyya tujuan
tersebut telah dipenuhi?
Lalu bagaimana dengan sinyalemen yang memandang hukum dan
pengadilan sebenarnya merupakan pranata yang bersifat memaksakan kehendak
mereka untuk menundukkan kehendak yang berbeda dari warga masyarakat ?
pertanyaan yang terakhir ini sebenarnya ditujukan kepada pengadilan yang
senantiasa memutuskan Sesutu yang sifatnya bertentangan dengan kehendak
pihak yang berkonflik. Sebagai contoh di dalam hukum pidana, dianggap telah
membentuksustu alternative penyelesaian konflik yang bersifat sepihak, bersifat
balas dendam, bersifat pembalasan yang di luar kendali para korban, serta bersifat
menjaga agar baik tuntutan, proses pemeriksaan, maupun penghukumannya tetap
sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
Dalam konflik hukum perdata, keterlibatan pengadilan membantu
menyumbangkan penyelesaian yang memuaskan. Pihak ketiga yang terlibat dalam
konflik yang bersifat keperdataan, dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik
untuk berdamai dengan syarat bahwa pihak tersebut dapat meyakinkan pihak-
pihak yang berkonflik serta dapat menempatkan diri untuk tidak memihak pada
salah satu pihak yang berkonflik.
Menurut beberapa hasil wawancara yang saya lakukan pada Pengadilan
Agama Takalar, kendala penyelesaian sengketa bagi pihak yang berperkara
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berbeda pendapat dengan hakim yang bertugas menyelesaikan perkara :
“Kendala dalam penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama Takalar
salah satunya tidak hadirnya kedua belah pihak, dan hal ini tidak dapat
terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga ditunda-tunda.”72
Menurut Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2008, pada hari sidang
yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para
pihak untuk menempuh mediasi. Dari ketentuan ini bahwa proses mediasi
merupakan kewajiban pihak-pihak yang berperkara yang mana kalau tahapan
mediasi ini tidak dilalui oleh pihak-pihak, maka majelis hakim juga wajib untuk
menolak / tidak menerima gugatannya. Apabila majelis hakim terus memproses
perkara tersebut maka putusannya batal demi hukum.
Persoalannya apabila pada persidangan hanya dihadiri oleh penggugat
tetapi tidak dihadiri oleh tergugat, maka terhadap perkara tersebut tidak wajib
melalui proses mediasi. Padahal menurut Pasal 4 semua sengketa perdata yang
diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan
penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Menurut Pasal 4 ini
semestinya semua perkara tanpa kecuali harus melalui proses mediasi, apakah
dihadiri oleh kedua belah pihak, atau hanya dihadiri oleh satu pihak saja. Jalan
keluar dari persoalan ini menurut penulis, seharusnya bukan hakim pemeriksa
perkara yang menunjuk mediator. Tetapi sejak perkara telah terdaftar di
Pengadilan, maka Ketua Pengadilan yang harus menunjuk mediator guna
memediasi pihak-pihak yang berperkara suapaya berdamai. Apabila pihak-pihak
belum melakukan proses mediasi secara formal sesuai dengan penetapan Ketua
Pengadilan, maka Ketua Pengadilan belum boleh menetapkan majelis hakim
untuk memeriksa perkaranya.
72Drs. M. Thayyib. HP, Hakim Pengadilan Agama Takalar, wawancaraw (27 Agustus
2014).
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“Penyelesaian perkara bagi masyarakat hanya memperlambat
perceraian.”73 Sama halnya yang dikemukakan oleh pihak lain :
“Pihak yang berperkara sudah menganggap cerai, namun masih dilakukan
yang namanya proses perdamaian, hal ini memakan waktu dan kepentingan
pihak berperkara.”74
Bagi masyarakat setempat atau pihak yang berperkara, sebuah atau suatu
mediasi merupakan hal yang sangat mengganggu rutinitas atau aktifitas sehari-
hari mereka, terutama bagi pihak yang ngotot perkaranya diselesaikan dengan
tujuan, conto perceraian, pihak sudah menginginkan perceraian namun hakim
masih saja ingin mendamaikan para pihak, sehingga pihak yang tadinya sudah
tidak perlu dating ke Pengadilan harus dating terus menerus mengikuti proses
mediasi.
“Benar bahwa mediasi sudah sangat sederhana, cepat, dan ringan, namun
terkadang masyarakat yang dihadapi main kekerasan di depan hakim,
bahkan ada yang melakukan kekerasan.”75
Bab III dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah mengenai tahap-tahap
proses mediasi. Pasal 13 dijelaskan tentang penyerahan resume perkara dan waktu
untuk menjalani proses mediasi tersebut. Pada pasal 14 dejelaskan tentang
kewenangan mediator menyatakan suatu proses mediasi telah gagal salah satunya
apabila salah satu pihak atau kuasa hukumnya tidak menghadiri mediasi dua kali
berturut-turut. Pasal 15 menjelaskan tugas-tugas dari seorang mediator dalam
menangani suatu proses mediasi. Pada pasal 16 dijelaskan bahwa dalam keadaan
tertentu, mediator dapat memanggil seorang atau lebih yang lebih ahli dalam suatu
bidang tertentu. Pasal 17 menjelaskan tentang pencapaian kesepakatan dalam
suatu proses mediasi dan berikutnya pada Pasal 18 dijelaskan tidak tercapainya
tujuan kesepakatan dalam proses mediasi. Pasal 19 menjelaskan tentang
keterpisahan mediasi dari litigasi.
73Dg. Manye, Pihak Berperkara, wawancara (27 Agustus 2014).
74Marlina Dg. Manis, Pihak Berperkara, wawancara (27 Agustus 2014).
75Dra. Salmah, Hakim Pengadilan Agama Takalar, wawancara (05 September 2014).
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Bab IV Perma Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan tentang tempat
penyelenggaraan mediasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20. Pada Bab V
dijelaskan tentang perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali
dijelaskan pada Pasal 21 dan Pasal 22. Bab VI menjelaskan tentang kesepakatan
di luar pengadilan yang dijelaskan pada Pasal 23. Pada Bab VII menjelaskan
tentang pedoman perilaku mediator dan insentif yang dijelaskan pada Pasal 24
dan Pasal 25. Dan pada Bab VIII merupakan penutup menjelaskan pada Pasal 26
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tidak berlaku lagi dan pada
pasal 27 dijelaskan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini sejak tanggal
ditetapkannya Perma tersebut pada tanggal 31 Juli 2008.
“Bagi masyarakat, penyelesaian perkara di Pengadila Agama Takalar hanya
sebagai formalitas, masyarakat yang berperkara tidak serius ingin berdamai,
masyarakat hanya meminta kepastian, bahkan terkadang hakim telah
menasehati sampai kata-kata mutiara hakim telah habis.”76
Terkadang ada beberapa dari pihak-pihak yang berperkara menganggap
mediasi itu hal yang tidak penting, namun bagi pihak lainnya mediasi sangat
penting, selain menyatukan sebuah keluarga juga menyambung silahturahmi bagi
pihak yang berperkara maupun bagi hakim yang bertugas sebagai mediator.
Hakim tidak hanya harus berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku
arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, tidak
hanya menjunjung harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku renda hati, dan bukan
hanya bersikap professional, hakim juga harus mempunyai kepandaian dalam
berbicara agar pihak yang berkepentingan memahami maksud tujuan hakim
dengan maksud mediasi sebagai perdamaian pihak yang lainnya.





Berdasarkan pokok permasalahan yang diidentifikasikan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:
1. Proses penyelesaian sengketa melalui asas peradilan sederhana, cepat dan
biaya ringan ditinjau dari sosiologis hukum di Pengadilan Agama Takalar
sudah berjalan sesuai dengan apa yang terdapat dalam undang-undang.
dimana proses tersebut yaitu : diawali dengan upaya mendamaikan para
pihak yang dilakukan oleh Hakim (pasal 130 HIR). Dalam waktu 7 hari
kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib
menyerahkan fotokopi dokumen yang diperlukan dan hal-hal yang terkait
dengan surat-surat yang diperlukan dan hal-hal yang terkait dengan
sengketa kepada mediator dan para pihak (Pasal 8 PERMA No. 2 Tahun
2003), selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, dimana para
pihak dapat didampingi kuasa hukumnya. Proses mediasi pada dasarnya
bersifat rahasia dan berlangsung paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan
atau penetapan penunjukan mediator. Jika berhasil maka dibuatlah
perjanjian perjanjian perdamaian yang diajukan ke Pengadilan.
2. Kendala proses penyelesaian sengketa melalui asas peradilan sederhana,
cepat, dan biaya ringan ditinjau dari sosiologis hukum di Pengadilan
Agama Takalar sangat jauh berbeda pendapat antara para Hakim dengan
pihak yang berperkara, dari segi para Hakim, kendala dalam penyelesaian
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sengketa menurut asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah
sesuai dengan kebutuhan asas peradilan tersebut bahkan para pihak sudah
sangat diringankan. Namun, menurut pendapat para pihak yang berperkara
di Pengadilan, asas peradilan tersebut tidak berjalan sesuai kenyataanya.
Kendala-kendala itu diantaranya : hakim sering mengundurkan
persidangan dengan alasan tidak hadir atau ada urusan keluarga, hakim
terkadang menyita waktu pihak berperkara, dan memakan ongkos bagi
pihak berperkara bila persidangan di undur.
B. Implikasi Penelitian
Berkenaan dengan beberapa kesimpulan di atas selanjutnya diajukan saran
yang dapat dijadikan bahan masukan, yaitu sebagai berikut:
1. Hendaknya kepada pihak Pengadilan Agama Takalar agar kiranya
menjelaskan manfaat penyelesaian sengketa lebih rinci dan lebih jelas lagi
kepada pihak-pihak yang berperkara agar pihak-pihak berperkara mampu
memahami makna penyelesaian sengketa, dan bahkan proses penyelsaian
sengketa berjalan sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Diharapkan kepada para hakim yang ditunjuk sebagai mediator  pihak
yang berperkara lebih tegas dalam menjalankan tugasnya. Para hakim
lebih teliti dalam melihat pihak yang berperkara sebagai masyarakat yang
membutuhkan sebuah perdamaian. Sebagai orang yang dipercayakan
untuk menyelesaikan sebuah perkara harusnya berusaha agar pihak yang
berperkara mempercayainya. Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang
bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar kiranya
mengikuti undang-undang yang berlaku salah satunya undang-undang
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